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Manfaatkan
Peluang Benahi

UU Cipta Kerja

Isu ketenagakerjaan, kehwtanan, lingkungan. dan
pertanahan dalam B Cipta Kerja masih menjadi sorotan
publik. Oleh kagkéna itu; revisi UU sapu jagat ini
diharapkan jadi momentum perbaikan yvang substansial.

JAKARTA, KOMPAS — Putusan
Mahkamah Konstitusi terkait
Undang-Undang Cipta Kerja
patut dilihat sebagai kesem-
patan kedua untuk melakukan
reformasi struktural ekonomi
yang lebih inklusif dan ber-
kelanjutan.

Saat ini, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan Undang-Un-
dang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Per-
aturan Perundang-undangan
(PPP) sudah masuk dalam
daftar Program Legislasi Na-
sional Prioritas 2022.

Sebelum memperbaiki UU
Cipta Kerja, pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat
akan terlebih dulu merevisi

>> BACA-JUGA:

UU Cipta Kerja
Perbaikan UU Cipta Kerja
bukan tak mungkin meng-
hadapi tantangan karena
mendekati masa Pemilu
2024. KOMPASID

klik.kompas.id/perbaikiuu
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UU PPP. Langkah ini diambil
menyikapi putusan Mahka-
mah Konstitusi pada 25 No-
vember 2021 yang menyata-
kan UU Cipta Kerja cacat for-
mil dan inkonstitusional ber-
syarat. Pembuat UU pun di-

beri waktu dua tahun untuk
memperbaiki UU Cipta Kerja.
Jika dalam dua tahun tidak
ada perbaikan, UU itu akan
dinyatakan inkonstitusional
permanen

Dalam acara Kompas Col-
laboration Forum yang digelar
harian Kompas secara daring
dan dihadiri para CEO se-
jumlah perusahaan yang ber-
gabung dalam Kompas Col-
laboration Forum, Jumat
(4/2/2022), Menteri Koordi-
nator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menga-
takan, setelah revisi UU PPP
disahkan, UU Cipta Kerja
akan direvisi dengan merujuk

(Bersambung ke him 15 kol 1-5)
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pada tata cara pembentukan
peraturan perundang-undang-
an yang baru.

"Kami percaya revisi bisa se-
lesai lebih cepat dari tenggat,
yaitu sebelum puncak KTT
(-20 (pada Novernber 2022),
ujar Airlangga

Saat ini, pemerintah menyi-
apkan naskah akademik UU
Cipta Kerja yang baru. Terkait
arah revisi UU ini, Arlangga
menjelaskan, ada empat isu
yang sedang dikaji melolul kerja
sama dengan beberapa univer-
sitas, yakni ketenagakerjaan,
kehutanan, ~lingkungan, - dan
pertanahan (agraria). "Ity em-
Nthdwnq p(l ng disoroti oleh
publk,” katanya.

Kendati demikdan, disisilain,
Airlangga mengataken, ada as-
pirasi dari pelaku usaha, khu-
susnya investor asing, agar sub-
stansi UU Cipta Kerja. tidak
diubah.

Ketua Badan Legislasi DPR,

Supratman Andi Agtas menga-

takan, penyelesaian revisi UU
PPP akan dilakukan secepat
mungkin. Revisi UU PPP di-
lakukan terbatas untuk mema-
sukkan definisi, teori, dan pen-
Jelasan mengenai mekanisme
pembentukan undang-undane
dengan metode omuibtts) (aiy
(sap jagat).

Revisi UU_ PRP juda akan MK

mengatur wengenal meaningfil
participation’ (partisipasi be-
makna) seperti disoroti dala
putusan MK, Partisipasi bety
makna itu harus mencakup tiga
syarat, yaitu publik memilik
hak untuk didengarkan penda-
patnya, dipertimbangkan pen-
dapatnya, dan diberikan pen-
jelasan sejaubIuana pendapat:
nya diakomodasiio!oh perhen:
tuk UL

Terkait kupas fian arch revis

UU Cipta Kerja, Wakil Ketua
Badan Legislasi DPR Ahmad
Baidow memmbﬂhkan se}auh
mana substansi UU Cipta Kerja
akan diubah sepenuhnya ber-
gantung pada hasil pembahasan
DPR dan pemerintah kelak. "Ttu

tergantung pembahasan, apa-
kah akan ada perubahan sub-
stansi atau tidak,” katanya.
Perbaikan substansial
Kdtua Departemen Ekenomi

Centre forStrafeci¢ and ns

termational Studies (CSIS) Yose
Rizal Damuri menilai-putusan
Qapat/ dijadikan kesem-
patan untuknembenahi refor-
masi struktural, ekonomi. Per-
haikan substansial dibutuhka
untuk menyesuatkdo Jafighah
transtormasi.ekonomi Indomé®
sia agaplebih_sesual dengan
prinsip peaBangunan ekonomi
vang Anklusif,  berkelanjutan,
darDerperspektif global.

S ind seumbh substans
dalant U™ Ciptay Kerja_masih
problematik-karena dipandang
dapat®herdanakeburuk pada
kelestarian lingkungan dan ke-
sejahteraan masyarakat, Peme-
rintah perlu mengidentifikasi
berbagai elemen publik dan
lembaga  independen  untuk
menjaring pendapat dan me-
metakan arah revisi,

Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada Maria
SW Sumardjono. mengatakan,
proses perbaikan substansi UU
Cipta Kerja tidak bisa dilakukan
diam-diam.

Pembuat UU wajib memberi
hak kepada publik untuk meng-
awal penyuSunan ulang regulsi ¢
ini, TidakySekadar formalitas,
fetapi harus memjunjung par-
tisipasi publik yangmurni, "Ini
pekerjaan rumah besar yang ha-
rs dikawal, tidak bisa hanya
asal mengubah,” ujar Maria

Revisi, misalnya, harus di-
lakukan untuk memperbaiki se-
jumlah substansi terkait sektor
agrarla, kehutanan, dan ling-
fungan yang belum memenuhi
asprrasi- publike Kementerian
Agraria don Tata Ruang /Badan
Pertnahan “Nasion:l perlu
mengoreksi substansi perta-
nahan dalam UU Cipta heu
yang melanggar konsep dan
asas-asas UU Nomor 5 Tahun
1960 tentang Pokok Agraria
yang masih b u]aku.

U Cipta Kerja juga harus

menegaskan aspek penjaminan
hak asasi manusia, seperti |
pengakuan terhadap masyara- |
kat hukum adat melalui surat
keputusan kepala deersh, |

Dekan Fakultas Hukum Uni- ‘
versitas Jember Bayu Dwi Ang-
gono mengingatkan, sekalipun |
tidak gamblang menyebut revsi
substansi UU Cipta Ken, da-
Lam putusannya, MK [K menckan-
Kan pentingnya partisipasi ber-
makna dalam penyustnan UU
Cipta Kerja.

Artinga, penyusunan UU itu
harus dimulai lagi dari awal,
sejak tahap penyusunan, pe-
nerapan aspirasi publik, hing-
gapembahasan di DPR bersama
pemerintah. Sernua tahapan itu
harus memenuhi syarat par-
fisipasi yang bermakna,

"Jika betul-betul menerap-
Kan partisipasi bermakna, pasti
dkan ada masukan dari publik
vang harus didengar dan di-
pertimbangkan sehingga dapat
pula mengubah substansi UU
Cipta Kerja," kata Bayu.

(AGEREKATR/DIN)
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